
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 3* TAHUN 2020 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

WALI KOTA GORONTALO, 

: a. babwa dalam rangka penyelenggaraan jjemerintabain 

di daerab diperlukan pengelolaan belanja daerab yang 

baik dan efisien sebingga dapat melaksanakan 

perencanaan program pemerintahan, pelaksemaan bingg^ 

pertanggungjawaban paca setiap program yang 

dilaksanakan; *' 

b. babwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 Ayat (3) Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabai 

Daerab sebagaimana telah beberapa kali diubab terakbijr 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 babwa 

belanja daerab untuk pendanaan urusan fiemerintaban 

yang menjadi kewenangan Daerab berpedoman pada 

analisis standar belanja; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagiamsm dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Pixaturan Wali 

Kota Gorontalo tentang Anali sis Standar Belanja Pemerintali 

Kota Gorontalo; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerab - daerab Tingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara Reput'lik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 258, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 

Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2C'04 tenta4g 

Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambabim Lembarajn 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 

Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat d a i 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Repuhilik Indonesia 

Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telali 

beberapa kali diubab terslcbir dengan Undang-Undanj; 

Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerali (Lembaran Neggira Republik 

Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia ^fomor 4576) sebagjiimana telalj 

diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 

Nomor 110, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 
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9. Peraturan Pemerintah Ncmor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20^7 

Nomor 106, Tambaban Lembaran Negsira Rebublik 

Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuang;an Daerab 

sebagaimana telab beberap»a kali diubab terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GOFIONTALO TENTAFfG ANALISI^ 

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dimgan : 

1. Daerab adalah Kota Gorontalo. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

3. Pemerintah Daerab adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleb 

Pemerintah Daerab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab menurut asji 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. 

dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republilc Indonesia 

Tabun 1945. 

4. Pemerintafi Daerab adalah Wali Kota siebagai unsur pimyelenggara 

Pemerintahian Daerab yang memimpin pelal:sanaan Urusan Pemerintabar 

yang menjcidi Kewenangan Daerab Otonom. 
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5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu IVali Kota dan Dewan Perwakilan 

j Rakyat Daerab dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerab. 

6. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan angi^aran dengan 

memperbatikan memperbatikan keterkaitan antara keluaran dan basil, 

mengutamakan upaya pencapaian basil kerja dan dampak atas lokasi belanja 

yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang bendak dicapai dalam satu tabun 

anggaran. 

7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian 

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu kegiatan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleb Peranglcat Daerab di 

lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

8. Prioritas clan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPA3 

merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerab untuk setiap program S(;bagai a c u a i 

dalam penyusunan RKA-SKPD. 

9. Program £idalab bentuk instrument penjat^aran kebijakan dalam bentuk 

uapaya yang berisi satu atau lebib kegiatan yang dilaksanakan oleb 

Perangkat Daerab yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai basil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuaii 

pembangunan daerab. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleb satu atau lebih 

unit kerja pada Perangkat Daerab sebagai tagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpuLin tindakan 

pengeraban sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), 

barang dan modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi 

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk mengbasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

11. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tabun-tabun 

berikutnya dari tabun anggaran yang dinmcanakan, guna memastikan 

kesinambungan kebijakan yang telab disetujui untuk setiap ]Drogram dan 

kegiatan. 

12 . Sasaran (target) adalah basil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

13 Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleb F:egiatan yang 

dilaksanaksm untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan prograrr|i 

dan kebijalcan. 
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14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerab yang selanjutnya disingkat 

RKA-SKPJD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program (dan kegiatan Perangkat Daerab serta anggaran yang diperlukan 

untuk melaksanakannya. 

If). Ekual isasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokain 

kegiatan ^ ang mempunyai cirri dan jenis yang sama atau hamper sama dalabi 

rangka penyusunan rencana belanja. 

17. Pengendali belanja (cost driver) merupakan faktor-faktor yang memici 

biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja 

j berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan 

1 yang dilaksanakan. 

j 18 . Belanja T(;tap adalah satuan pengendali bfdanja yang merupakan belanja 

j yang nila.inya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak 

dipengarubi oleb perubahan volume dan atau target kinerja su£itu kegiatan 

19. Belanja Variabel adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja 

yang sebenarnya berubab sesuai dengan perubahan volume dan atau targe t 

kinerja suatu kegiatan. 

20. Rumusan ASB adalah rumus yang digunaksm dalam perhitungan besamyja 

belanja total suatu kegiatan, dan merupaksm penjumlaban antara belanja 

fixed cost dan variable cost. 

21 . Satuan Harga Barang dan J a s a adalah pedoman pembakuan barang dan j a s^ 

menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam period 

tertentu, >ang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaaji 

anggaran dalam tabun anggaran tertentu. 

BAB I I 

MAKSUD DAN TU.fUAN 

Pasal 2 

Analisis Stanc.ar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan daiji 

penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk selurub Perangkat Daeralji 

di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

Pasal 3 

Analisis Standar Belanja bertujuan : 
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a. Untuk nienentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas 

Anggaran yang diajukan Perangkat Daerali dalam melaksanakan sebuqh 

kegiatan; 

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan P]=*AS; dan 

c. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitais pelaksanaan kegiatan dalaln 

rangka pengendalian anggaran. 

BAB III 

MUATAN ASB 

Pasal 4 

(1) Muatan ASB terdiri dari definisi, Rumusan ASB dan Alokasi Obyek Belanja 

(2) Definisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengertian, 

penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai 

karakteristik yang sama. 

(3) Definisi sebagaimana dimaksud dalcim ayat (2) tercantum dalam lampiraji 

yang merupakan bagian tak terpisabkan dari Peraturan Walikot^a ini. 

(4) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD barus s e s u ^ 

dengan bsdasan jenis ASB sebagimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Walikota ini. 

(5) Penjelasan rincian jenis ASB adalab sebagimana tercantum dalam Lampiraji 

I I yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

(1) Rumusan ASB sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakaiji 

metode yaiig digunakan untuk mengbitung total belanja dari kegiatan yang 

termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yan 

sama. 

(2) Jumlab total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yan^ 

termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama 

tidak boleb melebibi dari total belanja yang dibasilkan dari rumusan A S ^ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

(3) Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 

sebagimana tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidalj 

terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 6 

(1) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pa&il 4 ayat (1) 

berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk untuk dian ggarkan pada 

RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik 

yang sama. 

(2) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) 

disertai dimgan prosentase ideal, minimal dan maksimal jumlab rupiab dari 

total belanja yang diperbolebkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap belanja 

dari tiap kegiatan. 

(3j Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta 

; prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum 
I 

I dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(4) Rincian Oliyek Belanja tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD 

j tidak dipei'kenankan diluar dari obyek belanja yang tercantum jiada Batasa:i 

Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 

:(5) Perangkat Daerab diperkenankan mengangj^arkan rekening belanja diluar 

rincian ohyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada 

Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila telali 

mendapat persetujuan dari Sekretariat Daerab sebagai Ketua Tim Anggaran 

Pemerintali Daerab. 

(6) Perangkat Daerab diperkenankan menganggarkan melebibi prosentas? 

jumlab rupiab yang diperkenankan untuk tiap-tiap obyek belanja, dengan 

syarat prosentase jumlab obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja 

tidak melebibi dari prosentase yang telab ditetapkan pada Alokasi Obyeljc 

Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 

(7) Perangkat Daerab diperkenankan menganggarkan melebibi daid prosentas^ 

jumlab rupiab yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), denj^an prosentase jumlab rupiali 

melebibi dari prosentase yang telab ditetapkiin pada Alokasi Rincian Obyek 

Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Apabila telab mendapat 

persetujuan dari Sekretaris Daerab sebagai Flepala Tim Anggaran Perangkat 

Daerab. 
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BAB II I 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Dalam hal ini terjadi perubahan barga yang tercantum pada Standar Harga 

Beirang dan Jasa dilingkunga Pemerintah Kota Gorontalo, maka dilakukan 

penyesuaian Analisis Standar Belanja yang Ijesamya ditetapkan oleb T i n 

Anggaran Pemerintab daerab. 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo 

Ncmor 27 TeJiun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintab Kot^ 

Gorontalo (Berita Daerab Kota Gorontalo Tabun 2018 Nomor 27) dicabut dab 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangj^al diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahikan pengundangam Peraturan 

Widi Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kota Gorontalo. 

BAB IV 

KETENTUAN P E N U I E P 

Pasal 8 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 01: t n, I » r 2020 

SEKRETARIS j. RAH KOTA GORONTALO, 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 33 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 38 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

J E N I S ASB 

NO. ASB NAMA ASB 

I ASB PADA DINAS, BADAN, KANTOR, SEKRETARIAT DAN RS 

I - 0 0 1 PEMBINAAN YANG DIBERIKAN PADA KELOMPOK/ORGANISASI 

TERTENTU 

1-002 PENYELENGGARAAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS YANG 

DILAKSANAKAN DI GEDUNG SENDIRI 

1-003 PENYELENGGARAAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS YANG 

DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA GEDUNG 

1-004 PENYELENGGARAAN SGSIALISvfl.SI/PENYULUHAN YANG 

DILAKSANAKAN DI GEDUNG SENDIRI 

I - 005 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN YANG 

DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA GEDUNG TIDAK 

TERMASUK PAKET MAKAN MINUM 

1-006 F'ENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN YANG 

DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA GEDUNG SECARA 

F'ULLDAY 

I - 007 F'ENYELENGGARAAN FORUM 

FIOORDINASI/KONSULTASI/RATEK/RAKER DI GEDUNG 

SENDIRI 

I - 008 PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI/KONSULTASI 

/RATEK/RAKER DENGAN SEWA GEDUNG 

1-009 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN 

I - 0 1 0 FENGENDALIAN/PEMERIKSAAN/PENGAWASAN/MONITORING 

O B J E K TERTENTU 

I - O i l ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG MODAL 

I - 012 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET 

A/B/C) 

1-013 PENYUSUNAN DOKUMEN TOPIK TERTENTU LINGKUP SKPD 
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TT 11 /'lots r / T U A r K. 1H r isJVl 

11 - 001 F'ERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 

III /iSB PADA KECAMATAN 

III - 001 F'EMBINAAN ORGANISASI KEMASYAKAKATAN DI KECA.MATAN 

III - 002 PENYELENGGARAAN JASA PELAYANAN UMUM DI KECAMATAN 

III - 003 MUSRENBANG KECAMATAN 

III - 004 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI KEC/^iMATAN 

III - 005 PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOMBA DI TINGKAT 

FECAMATAN 

III - 006 PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK 

FECAMATAN 

III - 007 MONITORING DAN EVALUASI DI KEiJAMATAN 

IV kBD PADA KELURAHAN 

IV - 001 EIIAYA OPERASIONAL BKMT 

IV - 002 OPERASIONAL KELURAHAN 

IV - 003 OPERASIONAL RT/RW 

IV - 004 PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN 

IV - 005 PELAKSANAAN MUSRENBANGKEL 

pv̂ ALI KOTA GORONTALO, 
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L/iMPIRAN I I 

PE:RATURAN W A L I K O T A G O R O N T A L O 

'NOMOR 38 T A H U N 2020 

TE:NTANG 

A N A L I S I S S T A N D A R B E L A N J A P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

I - 0 0 1 PEMBINAAN YANG DIBERIKAN PADA KELOMPOK/ORGANISASI 

TERTENTU 

Defmisi: 

Pembinaan merupakan upaya untuk memberikan pengaraban atau 

bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan dilakukab 

a dalam upaya untuk meningkatkan pengetabuan, sikap, kecakapan pad 

bidang yang dibina. Pembinaan lebib menekankan pada pendekatan yang 

praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan definisa 

lain pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadaj", 

terencana, teratur, dan terarab untuk meningkatkan pengetabuan, sikap dan 

keterampilan subyek dengan tindakan pengaraban, dan pengiiwasan untu 

mencapai tujuan (Poerwadarminta, 1987). 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetabuan, sikap 

dan keterampilan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan 

organisasi/kelompok tertentu yang ada di wilaj^ab administratif Kota 

Gorontalo. 

Yangdimaksuddenganpadakelompok, eidalabbabwapembinaan / fasilitasi 

dimaksud sasarannya pada kelompok orang atau organisasi/institu^ 

tertentu, bukan mengarab pada orang perorang. 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Kelompok yang Dibina. 

Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y= Rp.5.046.500 + (Rp.3.059.350Xl) + X2 + X3 + X4 + X5 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 5.046.500,-

b : Belanja Variabel = Rp. 3.059.350,-
P E R A N G K A T 
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X I = Jumlah Kelompok yang Dibina 

X2 = Belanja Honorarium Non PNS 

X3 = Belanja Baban Material 

X4 = Belanja Sewa Rumab/Gedung/Gudang/Parkir 

X5 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Belanja Honorarium Non PNS: 

Honoraiium bagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Tenaga Kerja Tidak Tetap yang 

terlibat secara langsung dan benar-benar memiliki peranan dan kontribuSi 

nyata terbadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud yang dicat^t 

sebagai Belanja Honorarium Non PNS. 

Belanja Baban Material: 

Belanja baban material banya dianggarkan j ika kegiatim dimaksud 

memerlukan baban/material kbusus dfdam mendukung pelaksanaan 

kegiatan. 

Besamya nilai belanja baban material diliitung dengan cara mengalikap 

jumlab baban/material yang diperlukan dengan standar barga babaji 

material yang berlaku (EBaban x Standar Harga Baban Material). 

Belanja Sewa Rumab/Gedung/Gudang/Parkir: 

Belanja Sewa Rumab/Gedung/Gudang/Parkir dibuka bagi SKPD yang tidak 

memiliki ruang pertemuan dengan batasan kbusus untuk mang 

pertemuannya saja dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

Belanja sewa Rumab/Gedung/Gudang/Pgirkir yang didalanrmya memudt 

suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa barus membayarkan 

atau memberikan imbalan atau manfaat daii 

Rumab/'Gedung/Gudang/Parkir yang dimiliki oleb pemilik barang yanjg 

dipinjamkan. 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dap 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiiitan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemeh 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontal'D atau dalam 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Kota 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 6 

(enam) orang kali yang dihitung dengan cara mengalikan jumlab oran 

dengan standar perjalanan dinas Ke Lueir Daerab sesuai keitentuan yang 

berlaku (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 
ASISTEN S E K D A PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K 

DAERAH HUKUM 

r fh \ [ 



T Proporsa Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Obiek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksima 

1. ]3elanja Honorarium PNS 0.00% 1.78% 12.48%, 

2. IBelanja Baban Pakai Habis 0.00% 8.72% 39.22%, 

3. IBelanja J a s a Kantor 0.00% 42,32% 100.00%, 

4. ]3elanja Cetak dan Penggandaan 0.00% 6.42% 30.43% 

5. 
ISelanja Sewa Perlengkapan dan 

Jr'eralatan Kantor 
0.00% 3,20% 10,00%, 

6. ISelanja Makan dan Minum 0.00% 11.30%! 34.78%, 

7. 
IBelanja Perjalanan Dinas Dalam 

IDaerab 
0.00% 26.15%! 79.71%, 

Jumlah 100%, 

8. IBelanja Honorarium Non PNS 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku 
; 

9. IBelanja Baban Material 

Dianggarkan sesirai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku 

10. 
IBelanja Sewa 

J^umab/ Gedung/ Gudang/ Parkir 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku 

11. 
IBelanja Perjalanan Dinas Ke 

Irear Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku 

• 

Contob Kegiatan: 

1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengab terbadap pemanfaatqn 

sumber daya 

2. Fasilitasi bantuan peralatan bagi indusitri kecil menengab 

3. Fasilitasi industri rumab tangga dalam memperoleh sertifikat PIRT 

4. Fasilitasi pembentukan koperasi baru 

5. Fasilitasi pembinaan manajemen 

6. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga scidar gizi 

7. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 

8. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 

PERy'.NGKAT KABAG 
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9. Pembinaan kemampuan teknologi industri 

10. Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 

11. Pendampingan PUMP perikanan budidaya 

12. Pendampingan PUMP perikanan tangkap 

13. Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dajn 

perilcanan 

002 PENYELENGGARAAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS YAN 

DILAKSANAKAN DI GEDUNG SENDIM 

* Definisi: 

Pelatihgin/bimbinganteknis merupakan kegiatan untuk memberikain 

pelatibain/bimbingan kepada para pegawai di lingkungan Satuan Kerja 

Perangkat Daerab (SKPD) dan/atau masyarakat untuk memperoleh keablian 

teknis tertentu .Tujuan kegiatan ini adalab untuk memberikan keablian teknis 

untuk masalab-masalab yang sifatnya operasional yang menjadi kebutubsn 

utama.Kegiatan ini bukan banya memberikan pelajaran tutoiial saja tetapi 

juga memberikan contob dan panduan rinci pada tiap-tiap, peserta atas 

keablia;! teknis yang dituju sesuai TUPOKSL 

Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleb SKPD penyelenggara di Kbta Gorontalo, 

baik secara mandiri maupun dengan melibatkan sebagian atjiu selurubnj^a 

kepada pibak lain atau pibak ketiga, dan bukan mengirimkan jDeserta ke luar 

daerab Kota Gorontalo. 

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan di gedung sendiri" adalab babwa 

pelatibfm dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas 

gedung/ruang/kantor yang dimiliki dan/atau tersedia di Ungkungsin 

pemerintab kota setempat dan/atau tidak dikenakan biaya sewa atas 

penggu naannya. 

Pengendali Belanja: 

Jumlah. Peserta x Lama Waktu (OH). 

Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.21.584.500 + (Rp.363.500X1) + X2 + X3 + X4 + X5 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 21.584.500,-
ASISTEN PERyVNGKAT KABAG A S I S T E : 
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b : Belanja Variabel = Rp. 363.500,-

X I = Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH) 

X2 = Belanja Pakaian kbusus dan bari-bari tertentu i 

X3 = Bcianja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

X4 = Belanja Modal 

X5 = BcJanja Barang Untuk Diserabkan kepiada Masyarakat/Pibak Ketiga 

Belanja Pakaian Kbusus dan Hari-bari Teritsntu (Rp): 

Belanja Pakaian adalab belanja yang dialokasikan untuk penyediaan pakaidn 

pendukung pelaksanaan kegiatan. Belanja jjakaian banya dapat dianggarksn 

j ika kegiatan dimaksud memerlukan pakaian kbusus untuk melaksanaksn 

kegiatan sebagai pakaian operasional kegiatan atau jangka wakpu 

pelaksanaan kegiatan yang relatif panjang. 

Belanja pakaian dapat dianggarkan untuk semua peserta dengan cafa 

mengalikan jumlab peserta dengan standar barga pakaian dimaksud. 

Belanja. Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapjat 

diangggirkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan depariem^n 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontalo atau dalatn 

upa]>̂ a melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab K o ^ 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pxilaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 6 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengan standar perjalanan dinas Ke Luar Daerab sesuai ketentuan yaijig 

berliiku (XOrangx Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Belanja Modal: 

Belanja modal adalab pengeluaran anggeiran untuk peroletian aset tetap 

berwujud dan aset tak berwujud yang memhieri manfaat lebib dsiri satu periode 

akuntansi. Belanja Modal yang boleb dianggarkan di sini Eidalab Belanja 

Modal yang terkait langsung dengan upaya peningkatan efektivitas 

pelakssinaan kegiatan. 

Belanja. Barang Untuk Diserabkan Kepada Masyarakat/Pibak Ketiga: 

PERANGKAT KABAG ASLSTEN S E K D A 
D/),ERAH HUKUM 
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Belanja barang untuk diserabkan kepada masyarakat/pibak ketiga banya 

dianggarkan j ika kegiatan dimaksud diseiiai dengan pemberian sejumlab 

bantuan dalam bentuk barang/jasa bagi peserta atau kelompol< peserta. 

Besamya nilai belanja barang untuk diseralikan kepada masyarakat dibitung 

dengan cara mengalikan jumlab barang yang diserabkan kepada masyarakat 

dengan standar barga barang yang yang dibantukan (^Belanja Barang yang 

Diserabkan kepada Masyarakat x Standar Harga Barang). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Obiek Belania 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

M£Lksimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 17.45% 44.46% 

2. 
Belanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 5.57% 38.24% 

3. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
0 00°/o 
\ J • \ J \ J / \J 

3 9 1 % 7 6 5 % 

4. Belanja Baban Material 0.00% 5.23% 27.60% 

5. Belanja J a s a Kantor 0.00% 22 .71% 42.52% 

6. 
Belanja Cetak dan 

F'enggandaan 
0.00% 3.68% 9.42% 

7. 
Eielanja Sewa Sarana 

Mobilitas 
0.00% 2 .41% 13.95% 

8. 
Eielanja Makan dan 

F/Iinum 
25.49% 38.73% 58,10% 

9. 
Eielanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
0.00% 0 .31% 2.16% 

Jumlab 100% 

10. 
Elelanja Pakaian kbusus 

c an bari-bari tertentu 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

11. 
Elelanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

12. Elelanja Modal 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutu ban dan ketentuan yang 

berlaku 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

13. 

Belanja Barang Untuk 

Diserabkan kepada 

Masyarakat/Pibak Ketiga 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentucji yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Pelatiban dan pendidikan perawatan anak balita 

2. Pelatiban manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 

3. Pelatiban SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 

4. Pendidikan dan pelatiban ketrampilan bagi pencari kerja 

5. Pendidikan dan pelatiban prajabatan bagi calon PNS Daerab 

6. Pen§;embangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 

7. Peny elenggaraan pelatiban kewirausabaan 

1-003 PENYELENCCARAAN PELATIHAN/BIMBINCAN TEKNIS YANC 

DILAKSANAKAN DENCAN MENYEW/i CEDUNC 

• Definisi: 

Pelatiban/bimbmgan teknis merupakan kegiatan untuk memberikaln 

pelatiban/bimbingan kepada para pegawai di lingkungan Satuan Kerja 

Perangkat Daerab (SKPD) dan/atau masyarakat untuk mempe:-oleb keabliajn 

teknis tfirtentu.Tujuan kegiatan ini adalab u:atuk memberikan keablian teknis 

untuk masalab-masalab yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuban 

utama.liegiatan ini bukan banya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi 

juga memberikan contob dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas 

keablian teknis yang dituju sesuai TUPOKSL 

Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleb SKPE> penyelenggara di k'.ota CorontaJo 

(bukan inergirimkan peserta pelatiban), baik secara mandiri mfiupun dengaji 

melibatlcan sebagian atau selurubnya kepacia pibak lain atau p:bak ketiga. 

Yang dimaksud dengan "menyewa gedung" adalab babwja 

pelatiban/bimbingan teknis dimaksud ej ilaksanakan dengan menyewla 

gedung/ruang/kantor, baik termasuk paket makan minum, maupun tidac 

termasuk paket makan minum. 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH). 
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Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.21.584.500 + (Rp.378.500X1) + X2 + X3 + X4 + X5 

Di mana: 

Y : Pred iksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 21.584.500,-

b : Belanja Variabel = Rp. 378.500,-

X I = Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH) 

X2 = Belanja Pakaian kbusus dan bari-bari tertentu 

X3 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daei-ab 

X4 = Belanja Modal 

X5 = Belanja Barang Untuk Diserabkan kepada Masyarakat/Pibak Ketiga 

Belanja Pakaian Kbusus dan Hari-bari Tertentu (Rp): 

Belanja Pakaian adalab belanja yang dialokfisikan untuk penyediaan pakaian 

pendukung pelaksanaan kegiatan. Belanja pakaian banya dapat dianggarkan 

j ika kegiatan dimaksud memerlukan pakaian kbusus untuk melaksanakan 

kegiatan sebagai pakaian operasional kegiatan atau jjmgka waktju 

pelaksanaan kegiatan yang relatif panjang. 

Belanja pakaian dapat dianggarkan untuk semua peserta dengan caija 

mengalikan jumlab peserta dengan standar barga pakaian dimiiksud. 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dap^t 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemeh 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Oorontalo atau dalam 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Kota 

Oorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab oran^ 

dengan standar perjalanan dinas Ke Lu£ir Daerab sesuai ketentuan yang 

berlaku (^Orang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar IDaerab). 
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Belanjji Modal: 

Belanj£L modal adalah pengeluaran anggtrran untuk perolehan aset tetap 

berwujud dan aset tak berwujud yang memberi manfaat lebib dari satu periojde 

akuntansi. Belanja Modal yang boleb dianggarkan di sini iidalab Belanja 

Modal yang terkait langsung dengan upaya peningkatan efektivitas 

pelaks£Lnaan kegiatan. 

Belanja Barang Untuk Diserabkan Kepada Masyarakat/Pibak Ketiga: 

Belanja barang untuk diserabkan kepada masyarakat/pibaF; ketiga banya 

dianggEukan j ika kegiatan dimaksud disertai dengan pemberian sejumlab 

bantuan dalam bentuk barang/jasa bagi peserta atau kelompok peserta. 

Besamya nilai belanja barang untuk diseralikan kepada masyarakat dibitung 

dengan cara mengalikan jumlab barang yang diserabkan kepada masyarakat 

dengan standar barga barang yang yang dibantukan (^Belanja Barang yaiig 

Diserabkan kepada Masyarakat x Standar Harga Barang). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

M£Lksimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 16.20% 41.38% 

2. 
Belanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 4.90% 33.62% 

3. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
0.00% 3.22% 6.72% 

4. Belanja Baban Material 0.00% 5.22% 27.60% 

5. Belanja J a s a Kantor 0.00% 19.09% 38.03% 

6. 
Eielanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 3.28% 8.77% 

7. 

Belanja Sewa 

FJumab / Oedung 

/ Oudang/ Parkir 

0.00% 18.76% 64.26% 

8. 
EJelanja Sewa Sarana 

F/Iobilitas 
0.00% 2.37% 13.95% 

9. 
Eielanja Makan dan 

Minum 
0.00% 26.65% 35 .71% 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

10. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
0.00% 0 .31% 2.16% 

Jumlah 100% 

11. 
Belanja Pakaian kbusus 

dan bari-bari tertentu 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentua.n yang 

berlaku 

12. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

13. IBelanja Modal 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

14. 

Belanja Barang Untuk 

Diserabkan kepada 

Masyarakat/Pibak Ketiga 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

• Contob Kegiatan: 

1. Pelatiban dan pendidikan perawatan anak balita 

2. Pelatiban manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 

3. Pelatiban SDM dalam bidang komunikaisi dan informasi 

4. Pendidikan dan pelatiban ketrampilan bagi pencari kerja 

5. Pendidikan dan pelatiban prajabatan bagi calon PNS Daerab 

6. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 

7. Penyelenggaraan pelatiban kewirausabaan 

- 004 PIDNYELENOOARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAFf 

DILAKSANAKAN DI OEDUNO SENDIRI 

YAN(B 

Definisi: 

Kegiatan sosialisasi adalab suatu kegiatan yang bertujuan memberikab 

pemahaman atau transfer pengetabuan tentang satu atau b<;berapa topic 

secara langsung kepada kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolojg 

menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role tlieory) karena 
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dalam proses sosialisasi diajarkan peran-joeran yang harus dijalankan oleh 
individu. 

Kegiatein Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untUk 

memberdayakan atau meningkatkan kualitas bidup masyiirakat melalui 

proses pembelajaran atau transfer pengetabuan, keablian, pemabamqnj 

tujuan, tindakan dan kepercayaan. (Extension may be defined as the science of 

making people innovative for sustainable improvement in their quality of live, 

Ray, 1998). 

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan di gedung sendiri" adalab babWa 

kegiataa dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan atau memanfaatkan 

gedung/ruang/kantor yangtersedia, tanpadikenakanbiayasewa. tempat. 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH). 

Formulii ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp. 1.302.700 + (Rp.204.750Xl) + X2 

Di mana: 

Y : Pred iksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 1.302.700,-

b : Belanja Variabel = Rp. 204.750,-

X I =Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH) 

X2 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapat 

dianggai'kan untuk membiayai: 

a. Kegieitan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemeh 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Oorontal'D atau dalari 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Kota 

Oorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 6 

(enara) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

deng.m standar perjalanan dinas Ke Luar Daerab sesuai ketentuan yan 

berlaku (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 
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Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

MsJcsimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 19.38% 58.77% 

2. 
Belanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 2.16% 15.14% 

3. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
0.00% 4.37% 8.95% 

4. Belanja J a s a Kantor 0.00% 17.42% 52.17% 

5. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 8.84% 28.24% 

6. 

Belanja Sewa 

Perlengkapan dan 

l^eredatan Kantor 

0.00% 1.43% 10.00% 

7. 
IBelanja Makan dan 

Minum 
0.00% 22 .51% 45.17% 

8. 
IBelanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
0.00% 23.90% 41.82% 

Jumlah 100% 

9. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Icakilima dajn 

asongan 

2. Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dajn 

pemlaerantasan penyakit 

3. Penyuluhan kesehatan anak balita 

4. Penyuluhan masyarakat pola bidup sehat 

5. Sosialisasi kebijakan lingkungan sebat 

6. Sosialisasi kepegawaian 

7. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilaji 

keputusan 
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Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dalam kegiatan irri hanya dap^t 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemen 

teknis/instansi/daerah lain di luar wikiyab Kota Gorontalo atau dalam 

upay a melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar- wilayab Kola 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah adalab p 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orar.g 

dengan standar perjalanan dinas Ke Luiir Daerab sesuai k(;tentuan yar g 

berlaJcu (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

IVIinimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 11.48% 37.62% 

2. Belanja Honorarium Non PNS 0.00% 1.38% 9.69% 

3. Belanja Baban Pakai Habis 0.00% 3.18% 7.37% 

4. Belanja J a s a Kantor 0.00% 13.94% 42.95% 

5. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00% 6 .81% 25.15% 

6. 
Belanja Sewa 

Rumab/ Oedung/ Oudang/ Parkir 
3.70% 22.18% 60.34% 

7. 
Belanja Sewa Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 
0.00% 1.22% 8.57% 

8. Belanja Makan dan Minum 6.15% 18.85% 38.72% 

9. 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Daerab 
0.00% 20.95% 36.67% 

Jumlab 100% 

10. 
Belanja Perjalanan Dinas Ke 

Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Icakilima dap. 

asongan 

2. Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dajn 

pemberantasan penyakit 

PERANGKAT 
DAERAH 
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3. Peny uluhan kesehatan anak balita 

4. Peny uluhan masyarakat pola bidup sebat 

5. Sosialisasi kebijakan lingkungan sebat 

6. Sosialisasi kepegawaian 

7. Worlcsbop peningkatan peran perempuan dalam pengambilajn 

keputusan 

006 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAISi YAN 

DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA OEDUNO SECAR/t FULLDAY 

• Definisi: 

Kegiatan sosialisasi adalab suatu kegiatim yang bertujuan memberikan 

pemabsman atau transfer pengetabuan tentang satu atau beberapa topik 

secara langsung kepada kelompok atau masyarakat. Sejumlab sosiolog 

menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory) karena 

dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang barus dijalankan oleb 

individu. [ 

Kegiatan Penyuluhan adalab suatu kegiatan yang dimaksudkan untqk 

memberdayakan atau meningkatkan kualitas bidup masyarakat melalui 

proses pembelajaran atau transfer pengtitabuan, keablian, pemahaman, 

tujuan, tindakan dan kepercayaan. (Extension may he defined as the science ^f 

making people innovative for sustainable improvement in their quality of live, 

Ray, 1998). 

Yang dimaksud dengan "menyewa gedung secara fuUday" adalab babwa 

kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan menyewa gedung/ruang/kantor, 

termasuk di dalamnya 1 kali makan besar dan 2 kali snack peserta sebagai 

paket sewa selama kegiatan berlangsung. 

Pengen(Jali Belanja: 

Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH). 

Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.4.412.800 + (Rp.343.325 X I ) + X2 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 
PER/iNGKAT 

DAERAH 
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a : Belanja Tetap = Rp. 4.412.800,-

b : Belanja Variabel = Rp. 343.325,-

X I = Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH) 

X2 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dap^t 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan depariemejn 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilfiyab Kota Oorontalo atau dalam 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Koja 

Oorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Dai^rab adalab 

(enajTi) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orarjg 

deng;an standar perjalanan dinas Ke Lu.ir Daerab sesuai ketentuan yarjg 

berkiku (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimfil 
Ideal 

Nilai 

Malcsimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 9.14% 26.69% 

2. 
Belanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 0.98% 6.88% 

3. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
0.00% 2.12% 4.06% 

4. Belanja Jasa Kantor 0.00% 8.30% 21.45% 

5. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 4.70% 15.51% 

6. 

Belanja Sewa 

Rumab/Oedung 

/'Oudang/Parkir 

2 0 . 4 1 % 49 .71% 61.09% 

7. 
Belanja Makan dan 

Minum 
3 . 9 1 % 8.96% 14.25% 

8. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
0.00%, 16.10% 28.17% 

Jumlab 100% 

PERANGKAT KABAG ASISTE 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Malcsimal 

9. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

• Contob Kegiatan: 

1. Kegiatan penyuluban peningkatan disiplin pedagang Icakilima da^i 

asongan 

2. Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegaban dap. 

pemberantasan penyakit 

3. Penyuluban kesebatan anak balita 

4. Penyuluban masyarakat pola bidup sebat 

5. Sosifilisasi kebijakan lingkungan sebat 

6. Sosicilisasi kepegawaian 

7. WorFisbop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan 

keputusan 

007 PENYELENCCARAAN FORUM KOORDINASI / KONSULTASI / RATEK 

/I?AKER DI OEDUNO SENDIRI 

• Definisi: 

Penyelenggaraan forum koordinasi merupakan kegiatan pertemuan dua atau 

lebib instansi atau lembaga yang dilaksgmakan dengan maksud untuic 

menyamakan atau men-sinkronkan berbagm topik yang dibabas. Hasil dail 

kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesejjabaman tentang rnasalab yang 

ingin dipiecabkan dan tercapainya tujuan yang dibarapkan. 

Rapat Teiknis (Ratek) adalab rapat yang dilaFisanakan oleb Perangkat Daerah, 

dengan obyek pembabasan bersifat teknis sesuai dengan tugcis pokok dan 

fungsinya. 

Ruang lingkup kegiatan ini dapat berupa rai)at koordinasi (rakor), rapat kerja 

(raker), rapat teknis (ratek), rapat konsultansi, forum komunikasi/dialog dan 

sebagainya, tidak termasuk rapat/musyawai-ab pimpinan daerab (muspida). 

Yang dimaksud dengan "digedung sendiri" adalab babwa kegiatan dimaksud 

dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas gedung/ruang/'kantor yani; 

dimiliki dan/atau tersedia di lingkungan pemerintab kota setempat dan/atarji 

tidak dihenakan biaya sewa atas penggunaannya. 
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Pengendali Belanja: 

Jumlah Peserta x Lama Waktu (OH). 

• Formula ASB: 

Y = a + loX 

Y = Rp.23.835.250 + (Rp. 285.750 X I ) + X2 

^ Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 23.835.250,-

b : Bela]ija Variabel = Rp. 285.750,-

X1 = Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH) 

X2 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dap^t 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemeh 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilgiyab Kota Oorontalo atau dalam 

upay a melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Kotja 

Oorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daejrab adalab 6 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengan standar perjalanan dinas Ke Luar Daerab sesuai k(rientuan yang 

berlaknj (^Orang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Mgrksimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 5.55% 38.83% 

2. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
2.02% 3 . 8 1 % 5.62% 

3. Belanja J a s a Kantor 0.00% 37.10% 73.88% 

4. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
3.15% 7.14% 15.91% 

5. 
Belanja Sewa Sarana 

Mobilitas 
0.00% 2.47% 11.19% 

PERANGKAT KABAG ASISTEN 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

M8.ksimal 

6. 
Belanja Makan dan 

Minum 
r> /ion/ r\r\ rr i n/ 

20 .51% 
A t~\ /ton/ 
48.43% 

7. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
4 . 0 1 % 23.43% 51.46% 

Jumlah 100% 

8. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

• Contob Kegiatan: 

1. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 

2. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintab untuk usaba kecjil 

menengab dan koperasi 

3. Koordinasi penanggulangan kemiskinan 

4. Koordinasi penyusunan Laporan Ketijrangan Pertanggung Jawaban 

(LKPJ) 

5. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintab Daerab 

6. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 

7. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 

8. Rapjit koordinasi tentang rencana tata ruang 

9. Peny elenggaraan musrenbang RKPD 

008 PENYELENCCARAAN FORUM KOORDINASI/KONSULTASI/RATEKj/ 

RAKER DENCAN SEWA CEDUNC 

Definisi: 

Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat daerab merupakan kegiatan 

pertemuan dua atau lebib instansi atau lembaga yang dilaksanakan dengan 

maksuci untuk menyamakan atau men-sinkronkan berbagiai topik yang 

dibabas. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepabamaln 

tentang masalab yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yar g 

dibarapkan. 
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Rapat Teknis (Ratek) adalah rapat yang dilalcsanakan oleh Perangkat Daeralfi, 

dengan obyek pembabasan bersifat teknis sesucii dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Ruang lingkup kegiatan ini dapat berupa rapat koordinasi (rakor), rapat kerja 

(raker), rapat teknis (ratek), rapat konsultansi, forum komunikasi/dialog dan 

sebagainya, tidak termasuk rapat/musyawarab pimpinan daemb (muspida) 

Yang dimaksud dengan "sewa gedung" adalab babwa kegiatan dimaksud 

dilaksanakan dengan menggunak;an atau memanfaatkan 

gedung/ruang/kantor pibak lain dengan sistem sewa, dan 

karenanyadikenakanbiayasewa tempat. 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH). 

Formula. ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.34.605.250 + (Rp.364.150X1) + X2 

Di mana.: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 34.605.250,-

b : Belanja Variabel = Rp. 364.150,-

Xl=Jumlab Peserta x Lama Waktu (OH) 

X2 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapa|t 

dianggar kan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemeiji 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontalo atau dalam 

upaya melakukan konsultansi dengan mara sumber di luar wilayab Kotsi 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 6 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengim standar perjalanan dinas Ke Luar Daerab sesuai ketentuan yang 

berlaJcu (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

PERANGKAT KABAG 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Meiksimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 3.95% 27.67% 

2. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
1.44% 3.17% 5 .91% 

3. Belanja J a s a Kantor 0.00% 27.82% 52.68% 

4. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
3.12% 5.99% 15.60% 

5. 

Elelanja Sewa 

Flumab/Gedung 

/Gudang/Parkir 

20.67% 35.04% 45.04% 

6. 
Elelanja Sewa Sarana 

Mobilitas 
0.00% 1.89% 6.86% 

ry 

7. 
ESelanja Makan dan 

Minum 
0.22% o o on / 

2.38% 6.05% 

8. 
Eielanja Perjalanan Dinas 

E)alam Daerab 
2.86% 19.74% 44.57% 

Jumlah 100% 

9. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dian,ggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 

2. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintab untuk usaba kecil 

menengab dan koperasi 

3. Koordinasi penanggulangan kemiskinan 

4. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 

(LKPci) 

5. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerjci Pemerintab Daertib 

6. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 

7. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 

8. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 

9. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 
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- 009 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN 

• Definisi: 

Monitoring adalah kegiatan yang dimaksudkan untuF: mengamalti 

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbi|il 

untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

Evaluasi adalab rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masuka^ 

{inputi, keluaran [outprutj, dan basil (outcome) terbadap rencana dan standar 

Pelaponm adalab catatan yang memberikan informasi tentang kegiatab 

tertentu dan hasilnya disampaikan ke pibal: yang berwenang atau berkaitap 

dengan kegiatan tertentu. 

• Pengendali Belanja: 

- Jumlab Tim x Lama Waktu Monev (OH). 

- Jumlab Obrik/Lokasi. 

• Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.1.133.000 + (Rp. 125.500X1) + (Rp. 1.467.000X2) + X3 

• Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 1.133.000,-

b l : Belcinja Variabel 1 = Rp. 125.500,-

b2 : Belgjija Variabel 2 = Rp. 1.467.000,-

X I = Jumlab Tim x Lama Waktu Monev (OH) 

X2 = Jumlab Obrik/Lokasi 

X3 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daenab 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapajt 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemeh 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontalo atau dalam 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Kotii 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 
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b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Da«;rab adalab 5 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengan standar perjalanan dinas Ke Lu£ir Daerab sesuai ketentuan yang 

berlaku (^Orang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Obiek Belania 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. EJelanja Honorarium PNS 0.00% 0.46% 6.34% 

2. 
E5elanja Baban Pakai 

Elabis 
0 00% 1 48% 12 00% 

3. Eielanja J a s a Kantor 0.00% 0.27% 4.02% 

4. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 2.13% 26.00% 

5. 
Eielanja Makan dan 

Minum 
0.00% 1.60% 23.93% 

6. 
Belanja Perjalanan 

E>inas Dalam Daerab 
61.99% 94.07% 100.00% 

Jumlab 100% 

7. 
Eielanja Perjalanan 

E>inas Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Monitoring dan evaluasi 

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas 

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

4. Moni toring, evaluasi dan pelaporan pelalcsanaan rencana psmbangunaiji 

daer£ib 
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- 010 PENGENDALIAN/PEMERIKSAAN/PENGAWASAN/MONITORING 

O B J E K TERTENTU 

• Definisi: 

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkaln 

untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan. 

Monitoring adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengamati 

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul 

untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

Objek/topik tertentu dimaksudkan babwa jenis ASB ini merupiikan kegiataji 

yang sifatnya insidentil dalam menyikapi l«:ondisi suatu objek/kasus/topi 

tertentu 

• Pengendali Belanja: 

- Jumlab Tim x Lama Waktu Pengawasan (OH). 

- Jumlab Obrik/Lokasi. 

• Formula ASB: 

Y = a + t X 

Y = Rp.8.608.500 + (Rp. 116.500X1) + (Rp. 144.600X2) + X3 

• Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 8.608.500,-

b l : Belanja Variabel 1 = Rp. 116.500,-

b2 : Belanja Variabel 2 = Rp. 144.600,-

X I = Jumlab Tim x Lama Waktu Pengawasan (OH) 

X2 = Juralab Obrik/Lokasi 

X3 = Beliinja Peijgilanan Dinas Ke Luar Daemb 

Belanja l^erjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapaj: 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemer. 

teknisi/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Oorontalc atau dalarr 

upayai melakukan konsultansi dengan ncira sumber di luar wilayab Kot£ 

Oorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan (dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 6 

(enam.) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan j umlab orang 
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deng:an standar perjalanan dinas Ke Lujir Daerah sesuai k<;tentuan yang 

berlgJcu (^Orang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

INO. Kincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
T 1 1 

Ideal 
Nilai 

Maksimal 

1. Eielanja Honorarium PNS 0.00% 1.22% 19 96% 

2. 
Eielanja Honoraiium Non 

F'NS 
0.00% 1.00% 20,00% 

3. 
Eielanja Baban Pakai 

Eiabis 
0.00% 1.20% 3.98% 

4. Eielanja J a s a Kantor 0.00% 0.09% 20.00% 

5. 
Eielanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 1.94% 6.37% 

6. 
Belanja Makan dan 

Minum 
0.00% 7.26% 64.03% 

7. 
Belanja Perjalanan 

Cinas Dalam Daerab 
13.18% 87.30% 100.00% 

Jumlab 100% 

8. 
Belanja Perjalanan 

Dinas Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintab (AKIP) 

2. Pembinaan dan pengawasan kemetrologian 

3. Pem binaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi butar 

dan laban 

4. Evaluasi dan pengembangan standar p,elayanan kesebatan 

5. Evaluasi basil kinerja bidang pendidikan 

6. Evaiuasi pelaksanaan SPIP dilingkung;m Pemerintab Kota Gorontalo 

7. Evaluasi reformasi birokrasi 

8. Evaluasi RKA SKPD berbasis SMART 

9. Evaluasi Zona Integritas (Zl) 

10. Pengawasan dan pengendalian keameman dan kesebatgm makanan 

basil produksi rumab tangga 
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11. Pengawasan keamanan dan kesehat an makanan hasil industri 

12. Pengawasan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi 
I 

13. Pengawasan wajib daftar perusabaan 

14. Peningkatan pengawasan keaman pangan dan baban berbabaya 

15. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 

011 ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG MODAL 

• Definisi: 

Biaya administrasi pengadaan belanja modal adalab kegiatan yang bersifht 

administrasi atau penunjang dalam ranglia menghadirkan lielanja modid 

berbentuk barang atau peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakai 

oleb satuan kerja perangkat daerab (SKPD) dalam pelaksjanaan tuga|s 

kesebanannya. 

• Pengendali Belanja: 

Nilai Belanja Modal (Rp). 

• Formula ASB: 

Y = a + 1:,X 

Y = Rp.23.092.250 + (0.0015X1) + X I + X2 + X3 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 23.092.250,-

b : Belanja Variabel = 0.0015 

X I =Nilai Belanja Modal (Rp) 

X2 =Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

X3 =Belanja J a s a Kantor 

Belanja l^erjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja J^erjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapai; 

dianggarlcan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemer 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontalo atau dalarr 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Kota 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pekiksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 6 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengan standar perjalanan dinas Ke Luai' Daerab sesuai ketentuan yang 

berlaku (^Orang x Standar Biaya Perjalamm Dinas Ke Luar Daerab). PERANGKAT 
DAEJ!AH 

KABAG ASISTEN S E K D A 
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Belanja J a s a Kantor: 

Belanja J a s a Kantor dapat dianggarkan untuk membiayai penyediaan jasa 

pendukung dari pibak ketiga atau lain di luar pemerintab Kota Gorontalo. 

Besamy a nilai Belanja J a s a Kantor disesuaikan dengan ketentuan peraturajn 

perundcmg-undangan yang berlaku. 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. Eielanja Honorarium PNS 0.00% 36.22% 100.00% 

2. 
Eielanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 5.10% 46 .31% 

3. 
Eielanja Baban Pakai 

Elabis 
0.00% 13.43% 60.00% 

4. Eielanja Baban Material 0.00% 6.64% 65.07% 

5. 
Eielanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 9.74% 24.10% 

6. 
Eielanja Sewa Sarana 

Mobilitas 
0.00% 5 .31% 58.36% 

7. 
Belanja Makan dan 

Minum 
0.00% 9.27% 50.00% 

8. 
Belanja Perjalanan Dinas 

E'alam Daerab 
0.00% 14.27% 54.64% 

Jumlab 100% 

9. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianj^garkan sesuai der gan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

10. Belanja J a s a Kantor 

Dianjjgarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Pengembangan ruang rontgen 

2. Penggidaan peralatan gedung kantor 

3. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana jDrogram KB 

(Pendamping) 
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4. Pembangunan gedung kantor 

5. Pembangunan gedung sarana publik 

6. Pembangunan PSU kawasan peirumahan bagi masyarakqt 

berpenghasilan rendah (MBR) 

7. PemlDangunan ruang serba guna/aula 

8. Peml^angunan sanitasi permukiman (Pendamping) 

9. PemlDangunan setapak 

10. P<mgadaan alat kesehatan medis Puskesmas (Pendamping) 

11. P(mgadaan alat-alat kesehatan rums-h sakit (Pendamping) 

12. P(mgadaan alat-alat ukur dan bahari laboratorium kebinamargaan 

13. Pfmgadaan fasilitas penunjang keselamatan L L A J (DAK) 

14. Pemgadaan fasilitas penunjang keselamatan L L A J (Pendamping) 

15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

012 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A/B/C) 

• Definisi: 

PendidiFan kesetaraan adalab program pendidikan non formal yan^ 

menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MT 

SMU/SF/IK/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket G 

(Penjelasan Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas No. 20 Tabun 2003). Hasil 

pendidikan non formal dapat dibargai setarsi dengan basil pendidikan formal 

setelab melalui proses penilaian penyetaraan oleb lembaga yang ditunjuk oleb 

Pemerin a b atau Pemerintab Daerab dengan mengacu pada Standar Nasionajl 

Pendidikan (UU No. 20 Tabun 2003 Pasal 26 ayat (6). 

Pendidikan kesetaraan merupakan kegiatan ] 3 e n d i d i k a n yang termasuk dalanji 

pendidikan luar sekolab sebagai suatu sut, sistem pendidikan non formal 

Yang dimaksud pendidikan non formal adalab "pendidikan yang teratur 

dengan isadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan 

yang tetiip dan ketat". Dengan adanya batasan pengertian tersebut, rupanya 

pendidikan non formal tersebut berada antara pendidikan formal dan 

pendidikan informal. 

Pendidikan Kesetaraan adalab salab satu satuan pendidikan pada jalu * 

pendidikan nonformal yang meliputi kelompok belajar (kejar) Program Paket A 

setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara 

SMA/SMK/MA yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Keiqatan Belaja' 

(SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. 

• Pengendali Belanja: 
PERAf lGKAT 

DAERAH 
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Jumlah Peserta (Oran^. 

• Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.25.000.000 + (Rp.625.000Xl) 

• Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 25.000.000,-

b : Belanja Variabel = Rp. 625.000,-

X I = Jumlah Peserta (Orang) 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. Eielanja Honorarium PNS 19.20% 76.80% 96.00% 

2. 
Eielanja Baban Pakai 

Habis 
1.00% 4.00% 7.00% 

3. 
Eielanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.60% 2.40% 4.20% 

4. 

Eelanja Barang Untuk 

E'iserabkan kepada 

Masyarakat/Pibak Ketiga 

4.20% 16.80% 21.00% 

Jumlah 100% 

• Contob Kegiatan: 

1. Penyelenggaraan paket B setara SMP 

2. Penyelenggaraan paket C setara SMU 

013 PEiNYUSUNAN DOKUMEN TOPIK TERTENTU LINGKUP SKPD 

• Definisi: 

Kegiatan penymsunan dokumen adalab suEitu kegiatan yang dilaksanakar i 

dalam rangka menyusun sebuab dokumen dengan melalui kajian dan analisa 

Hasil dari kegiatan ini digunakan banya bagi SKPD yang telab menyusunnya 

Topik tertentu dimaksudkan babwa jenis ASiB ini merupakan kegiatan yan^ 

sifatnya insidentil dalam menyikapi kondisi suatu objek/kasus/topik tertentu 

• Pengendali Belanja: 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG ASISTEN S E K D A 

T 



- 32 -

- Jumlah Tim x Lama Waktu Penyusunan Dokumen (OB). 

- Jumlah Dokumen yang Digandakan. 

Formula ASB: 

Y = a + dX 

Y = Rp.5.087.700 + (Rp.851.100Xl) + (Rp.620.850X2) + X3 X4 + 

X5 

Di mana: 

Y : Predi ksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 5.087.700,-

b l : BeLmja Variabel 1 = Rp. 851.100,-

b2 : BeLmja Variabel 2 = Rp. 620.850,-

X I = Jumlab Tim x Lama Waktu Penyusunan Dokumen (OB) 

X2 = Jumlab Dokumen yang Digandakan 

X3 = Uang Lembur 

X4 = Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerab 

X5 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Uang Lembur: 

Uang lembur banya dianggarkan j ika kegjatan dimaksud membutubkab 

tambabim waktu ekstra (melebibi waktu keija normal) dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Tambaban waktu ekstra dapat teijadi j ika sifat pekerjaan sangat 

mendes£Lk untuk diselesaikan (a). Sifat pekerjaan yang mengbaniskan bekerja 

di luar jam kerja normal; (b). Adanya batajian waktu untuk menyelesaikan 

pekerjaan dan/atau (c). Karena beban kerja yang melebibi kapasitas tenaga 

penyelenggara yang tersedia untuk melaksanakannya. 

Uang lembur dibitung dengan cara mengalikan jumlab pegawai yang lembur 

dengan jumlab jam lembur dengan standar biaya lembur yang tierlaku (Biaya 

lembur =' ^Pegawai x ^Uam Lembur x Standjir Biaya Lembur). 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerab: 

Hanya dianggarkan j i ka kegiatan dimaksud dilaksanakan di luar wilayab 

kota Gorontalo atau kegiatan dimaksud memerlukan koord nasi dengan 

kecamatan lain di dalam Kota Gorontalo. 

Besamya nilai Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerab dibitung dengan 

cara mengalikan jumlab orang dengan standar perjalanan dinas dalam 

daerab sesuai ketentuan yang berlaku (XOrang x Standar Biay a Perjalanan 

Dinas Dalam Daerab). 
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Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dalam kegiatan ini hanya dapat 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemen 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontalo atau dalan 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di lua* wilayab Kola 

Gorcntalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah adalab 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengan standar perjalanan dinas Ke Luiir Daerab sesuai ketentuan yang 

berkiku (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. Eielanja Honorarium PNS 24.19% 71.90% 96.20% 

2. 
Eielanja Baban Pakai 

Elabis 
0.00% 0.47% 3.16% 

3. Eielanja J a s a Kantor 0.00% 8.42% 75 .81% 

4. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 3.53% 9.35% 

5. 
Eielanja Sewa Sarana 

Mobilitas 
0.00% 10.00% 15.00% 

6. 
Belanja Makan dan 

Minum 
0.00% 5.67% 22.10% 

Jumlab 100% 

7. Uang Lembur 

Diani^garkan sesuai dertgan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

8. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 

Dianj^arkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

9. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianj^garkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuari yang 

berlaku 

PERAKfGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 
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• Contoh Kegiatan: 

1. Penymsunan laporan capaian kinerja da n ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

2. Penyusunan masterplan pembangunar kawasan ekonomi kecamatan 

3. penyusunan pelaporan keuangan akbir tabun 

4. Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 

I I . ASB PADA FKTP PKM 

11 •• 001 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 

• Definisi: 

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimjma disebutkan dididam Undani-

Undang No 36 tabun 2009 bertujuan untuk meningkatkim mutu gi;a 

perseorgjigan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan piola konsumjsi 

makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dsji peningkatan aks^s dan m u t i 

pelayanjm gizi dan kesebatan sesuai denggin kemajuan ilmu dan teknologi 

(Kemenkes RI, 2010). 

• Pengendali Belanja: 

Jumlab Masyarakat yang Dilayani (Orang). 

• Formula ASB: 

Y = a + t X 

Y = Rp.2.226.000 + (Rp.9.750Xl) 

• Di mana: 

Y : Predilcsi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 2.226.000,-

b : Belanja Variabel = Rp. 9.750,-

X I = Jumlab Masyarakat yang Dilayani (Orang) 

• Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Ffilai 

Maksimal 

1. 
Belanja Makan dan 

Minum 
33.33% 89.29% 100.00% 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Miiksimal 

2. 
IBelanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
0.00% 10.71% 66.67% 

Jumlah 100% 

• Contob Kegiatan: 

1. Perbaikan gizi masyarakat 

111 ASB PADA KECAMATAN 

III - 001 PISMBINAAN ORGANISASI KEMASYAl^KATAN DI KECAiVlATAN 

• Defmisi: 

Pembingian merupakan upaya untuk memberikan pengaraban ataii 

bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaim dilakukan 

dalam upaya untuk meningkatkan pengetabuan, sikap, kecakapan pada 

bidang yang dibina. Pembinaan lebib men(ikankan pada pendekatan yann 

praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Demgan definisi 

lain pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadai, 

terencana, teratur, dan terarab untuk meningkatkan pengetabuan, sikap dan 

keteramjjilan subyek dengan tindakan pengaraban, dan pengawasan untul^ 

mencapai tujuan (Poerwadarminta, 1987). 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetabuan, sikah 

dan keterampilan dalam pengelolaan dgm penyelenggaraaa organisasi 

kemasyarakatan yang ada di Kecamatan. 

• Pengendali Belanja: 

Jumlab Lembaga/Organisasi KemasyargJiatan yang Dibina/Difasilitas 

Kecamatan. 

« Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.2.000 + (Rp.3.767.000Xl) + X2 

Di mana: 

Y : Predil«:si Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 2.000,-

b : Belanja Variabel = Rp. 3.767.000,-
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X I = Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasygirakatan yang Dibina/Difasilitasji 

Kecamatan 

X2 = Bcdanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dap^t 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemejn 

teknis/instansi/daerab lain di luar wikiyab Kota Gorontalo atau dalam 

upaya melakukan konsultansi dengan r ara sumber di luai' wilayab Kola 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orarig 

dengan standar perjalanan dinas Ke Lucir Daerab sesuai ketentuan yanjg 

berlaku (^Orangx Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimiil 
Ideal 

ISfilai 

Maksimal 

1. 
Eielanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 1.15% 9.23% 

2. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
0.00% 4.93% 11.54% 

3. Belanja J a s a Kantor 25.00% 70.02% 100.00% 

4. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 2.00% 5.00% 

5. 
Belanja Makan dan 

Minum 
0.00«/c 8.02% 23.08% 

6. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalgim Daerab 
0.00% 13.87% 50.00% 

Jumlab 100% 

7. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Diang,garkan sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku 

Contob Kegiatan: 

1. Fasilitasi pembinaan organisasi perempuan 

PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 
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2. Pembinaan organisasi kepemudaan 

002 PENfYELENGGARAAN JASA PELAYAFfAN UMUM DI KECAMATAN 

Definisi 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan iiebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik 

yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleb Instansi 

Pemerintab dalam rangka upaya pemenuban kebutuban masyaj-akat maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Pegawai Kecamatan yang Memberikan Pelayanan (Orang). 

Formuk: ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp. 194.150 + (Rp.2.537.250Xl) 

Di mana.: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 194.150,-

b : Belanja Variabel = Rp. 2.537.250,-

X I = Jumlab Pegawai Kecamatan yang Memberikan Pelayanan (Orang) 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 25.00% 100.00% 

2. 
Belanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 75.00% 100.00% 

Jumlab 100% 

Contob Kegiatan: 

1. Peny(;diaan jasa pelayanan umum pemerintahan daerab 

PERANGKAT KABAG ASISTE 
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003 MUSRENBANG KECAMATAN 

• Definisi: 

Musyav/arah Perencanaan (Musren) adalah forum perencanaan (prograip) 

yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintab, dalam bal uii 

pemerintab kecamatan, bekerja sama dengan warga dan pgira pemangku 

kepentingan lainnya. 

• Pengendali Belanja: 

Jumlab Peserta x Lama Waktu Musrenbang (OH). 

• Formuki ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.41.500 + (Rp. 131.500X1) 

• Di mansi: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 41.500,-

b : Belanja Variabel = Rp. 131.500,-

X I = Jumlab Peserta x Lama Waktu Musrenbang (OH) 

• Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimfd 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
1.90% 6.53% 10.00% 

2. Belanja J a s a Kantor 21.90% 32.39% 37.04% 

3. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
1.90% 3.47% 4.94% 

4. 
Belanja Makan dan 

Minum 
30.86% 37.46% 50.00% 

5. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
0.00% 20.16% 36.19% 

Jumlab 100% 

Contob Kegiatan: 

1. Pelaksanaan musyawarab pembangunan desa 

PERANGKAT KABAG ASISTEN 
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I] - 004 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI KECyaJvlATAN 

• Definisi: 

Kegiatan keagamaan ialah segala bentulc kegiatan yang terencana dpn 

terkendali berbubungan dengan usaba untuk menanamkan babksn 

menyebarluaskan nilai-nilai keagamaan daiam tabap pelaksanaannya dapat 

dilakukan oleb orang perorang atau kelompek. Dengan usaba yang terencana 

dan terkendali di dalam menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai 

keagamaan tersebut dibarapkan akan menaapai tujuan dari usgJia itu sendiri, 

yang dalam bal ini penanaman nilai-nilai keagamaan. 

Kegiatarr dalam rangka menyelenggarakan pembinaan mental, spritual dan 

keagamjaan kepada masyarakatyang dilakukan oleb pemerintab dalam 

lingkup kecamatan. 

• Pengendali Belanja: 

Frekuensi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dalam Setabun. 

• Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.3.022.750 + (Rp.4.752.250Xl) + X2 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 3.022.750,-

b : Belanja Variabel = Rp. 4.752.250,-

X I = Frekuensi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dalam Setabun 

X2 = Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat 

Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat: 

Uang untuk diberikan kepada masyarakat banya dianggarkan j ika kegiatarji 

dimaksud disertai dengan pemberian sejumlab bantuan dialam bentuk 

barang/jasa bagi peserta atau kelompok peserta. 

Besamya nilai barang/jasa yang akan diberikan kepada masyarakat dibitung 

dengan cara mengalikan jumlab barang/jasa yang dibenkan kepadfi 

masyaralcat dengan standar barga barang yang dibantukan (XBarang Yang 

Akan Ditierikan Kepada Masyarakat x Standiir Harga Barang). 
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• Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
0.00% 4.49% 17.94% 

2. Belanja Baban Material 0.00% 6.89% 27.57% 

3. ]3elanja J a s a Kantor 35.05% 58.23% 77.36% 

4. 
Belanja Makan dan 

Minum 
16.75% 30.39% 44 .81% 

Jumlah 100% 

5. 
Uang untuk Diberikan 

F^epada Masyarakat 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

• Contob Kegiatan: 

1. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 

- 005 P F . N Y E L E N G G A R A A N K E G I A T A N L O M B A DI T I N G K A T K E ; C A M A T A N 

• Defmisi: 

Perlombiian tingkat kecamatan adaltib evaluasi dan penilaian 

perkemtanganpembangunan atas usaba peraerintah, bersama masyarakat di 

wilayab yang bersangkutan. 

Penyelenggara kegiatan lomba adalab Instimsi Pemerintab/Badan sebagai 

penyelenggara kegiatan yang memberikan imbalan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun kepada orang pribadi/organisasi/lembaga sehubungan 

dengan pielaksanaan kegiatan tersebut. 

Kegiatan ini dalam rangka menyelenggaraktm event yang berkaitan dengar. 

perlombeianyang dilakukan oleb pemerintab dalam lingkup kecamatan. 

• Pengendali Belanja: 

Jumlab Peserta Lomba. 

• Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.3.012.600 + (Rp.485.000Xl) + X2 

Di mana: 

Y : Preditisi Total Belanja 
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a : Bekinja Tetap = Rp. 3.012.600,-

b : Bebmja Variabel = Rp. 485.000,-

X I = Jumlab Peserta Lomba 

X2 = B(4anja Perjalanan Dinas Dalam Daemb 

Belanja. Perjalanan Dinas Dalam Daerab: 

Hanya dianggarkan j i ka kegiatan dimaksud dilaksanakan di luar wilaya b 

kota G(DrontaIo atau kegiatan dimaksud memerlukan koordinasi dengan 

kecamatan lain di dalam Kota Gorontalo. 

Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerab dihitung dengan 

cara mi^ngalikan jumlab orang dengan standar perjalanan dinas dalam 

daerab sesuai ketentuan yang berlaku (^Orang x Standar Biaya Perjalanan 

Dinas Dalam Daerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

MaJcsimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 0.83% 10.00% 

2. 
Eielanja Baban Pakai 

Habis 
0.00% 2 .21% 10.34% 

3. Eielanja Baban Material 0.00% 2.58% 16.00% 

4. Eielanja J a s a Kantor 37.83% 80.96% 100.00% 

5. 
Eielanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 0.40% 2.33% 

6. 

Belanja Sewa 

Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 

0.00% 7 .21% 57.14% 

7. 
Eielanja Makan dan 

Minum 
O.OOTi, 5 .81% 26.00% 

Jumlab 100% 

8. 
Belanja Perjalanan Dinas 

E»alam Daerab 

Dianj^garkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlEiku 

Contob Kegiatan: 

1. Pelaksanaan MTQ / STQ 

2. Seleksi pemiliban Nou dan Uti 

3. Lomba Keluraban 
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006 PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK KECAMATAN 

Definisi: 

Kegiatan pengumpulan dan penyusunan data statistic adalah kegiatan yarlg 

dilaksanakan oleh kecamatan dalam upaygi mengumpulkan dan menyusun 

data-daiia statistik di tingkat kecamatan. 

Lingkup pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyusunan data 

statistikini adalah dalam satu wilayah Kecamatan. 

Pengendali Belanja: 

Jumlah Dokumen yang Dicetak. 

Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.754.250 + (Rp.708.000Xl) + X2 

Di mana : 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 754.250,-

b : Belanja Variabel = Rp. 708.000,-

X I = Jumlab Dokumen yang Dicetak 

X2 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daenib 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapat 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemen 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontalo atau dalam 

upayfi melakukan konsultansi dengan n£ira sumber di luar wilayab Kote. 

Gorontalo guna menjamin kelancaran peLaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 6 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengan standar perjalanan dinas Ke Luai' Daerab sesuai ketentuan yang; 

berlaFlU (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar D'aerab). 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Matisimal 

1. B(danja Hononarium PNS 0.00% 2.30% 9.20% 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
T J 1 

Ideal 
Nilai 

Maksimal 

2. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
0.00% 14.66% 38.64% 

3. Belanja J a s a Kantor 0.00% 7.58% 14.72% 

4. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
4 . 607O 14.89% 2 1.21% 

5. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
34.09% 60.57% 82.39% 

Jumlah 100% 

6. 
Eielanja Perjalanan Dinas 

Ke Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

• Contob Kegiatan: 

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerab 

- 007 MONITORING DAN EVALUASI DI KECAMATAN 

• Definisi: 

Kegiatar. monitoring adalab kegiatan yang dimaksudkan untuk mengaman 

perkemhtangan pelaksanaan rencana pembimgunan, mengidentifikasi, sert i 

menganlisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbu l 

untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

Evaluasi adalab rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 

{input), keluaran {output), dan basil {outcome) terbadap rencana dan standar. 

Lingkup pelaksanaan kegiatan monitoring d£in evaluasi ini adaleib dalam sabi 

wilayab Kecamatan. 

• Pengendali Belanja: 

Jumlab Tim x Frekuensi Monev Dalam Setahiun (OK). 

• Formula ASB: 

Y = a + t X 

Y = Rp.4.842.675 + (Rp.210.000X1) + X2 

Di mana: 

Y : Prediicsi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 4.842.675,-
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b : Belanja Variabel = Rp. 210.000,-

X I = Jumlab Tim x Frekuensi Monev Dalam Setabun (OK) 

X2 = Belanja Sewa Sarana Mobilitas 

Belanja Sewa Sarana Mobilitas: 

Belanja sewa sarana mobilitas adalab pengeluaran unluk menyev^a 

kendareian yang didalamnya memuat suatu perjanjian atau kesepakatan 

mana penyewa barus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaht 

dari kendaraan yang dimiliki oleb pemilik bfirang yang dipinjamkan. 

Belanja sewa sarana mobilitas dapat diangj>arkan j ika aset pemerintab kola 

tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk memenubi kebumban belanja 

sewa sarana mobilitas dimaksud. 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. 
Perjalanan Dinas Dalam 

Daerab 
100.00% 100.00% 100.00% 

Jumlab 100% 

2. 
Belanja Sewa Sarana 

Mobilitas 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

• Contob Kegiatan: 

1. Monitoring evaluasi dan pelaporan 

IV. ASB PADA KELURAHAN 

IV - 001 BIAYA OPERASIONAL BKMT 

• Definisi: 

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) merupakan bentuk kelompok sosial 

yang ada di masyarakat. Kelompok ini memiliki struktur org;anisasi yang 

sudab baku, anggotanya adalab individu-individu yang berkeinginar. 

mempelajari ajaran agama Islam lebib baik cian mendalam lagi serta mampu 

membaca juga mengkaji Al Qur'an secara teratur sesuai dengan tatanan yang 

berlaku. 
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Biaya o]3erasional adalah operating expenses yaitu biaya berupa pengeluarajn 

uang untuk melaksanakan kegiatan pokokdemi mencapai tujuan yang ingijn 

di capai, dalam bal ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleb Badajn 

Kontak Majelis Tal im (BKMT). 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Majelis Taklim. 

Formuki ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.3.101.000 + (Rp. 1.228.750X1) 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 3.101.000,-

b : Belanja Variabel = Rp. 1.228.750,-

X I = Jumlab Majelis Taklim 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

rblai 

Malcsimal 

1. 
Belanja Baban Pakeii 

Habis 
0.00% 2.52% 13.00% 

2. Belanja J a s a Kantor 50.00% 89.52% 100.00% 

3. 
Belanja Cetak dan 

Psnggandaan 
0.00% 3.38% 20.00% 

4. 
Belanja Makan dan 

Minum 
0.00% 4.57% 20.00% 

Jumlab 100% 

Contob ICegiatan: 

1. Operasional BKMT 

002 OF'ERASIONAL KELURAHAN 

Definisi: 

Biaya operasional adalab operating expenses yaitu biaya berupa pengeluaran 

uang unlnk melaksanakan kegiatan pokokdiemi mencapai tujuan yang ingin 

PERANGKAT KABAG ASISTEN 
D A E R A H ^ HUKUM g, 

S E K D A 



- 46 -

di capai, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PemerintFih 

Kelurahian. 

Lingkup kegiatan ini adalah dalam satu wilayah kelurahan. 

PengeniJali Belanja: 

Jumlah Pegawai Kelurahan (Orang). 

Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.46.883.500 + (Rp.2.060.200Xl) + X2 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 46.883.500,-

b : Belanja Variabel = Rp. 2.060.200,-

X I = Jumlab Pegawai Keluraban (Orang) 

X2 = Belanja Modal 

Belanja Modal: 

Belanja modal adalab pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetdp 

berwujud dan aset tak berwujud yang memberi manfaat lebib dari satu periode 

akuntansi. Belanja Modal yang boleb diainggarkan di sini adalab Belan 

Modal yang terkait langsung dengan upaya peningkatam efektivitqs 

pelaksanaan kegiatan. 

Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

MEiksimal 

1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 4.03% 10.58% 

2. 
Belanja Honorarium Non 

PNS 
0.00% 6.49% 14.77% 

3. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
4.10% 7.65% 12.03% 

4. Belanja J a s a Kantor 9.60% 17.45% 27.63% 

5. Belanja Pemelibaraan 3.65% 11.76% 24.33% 

6. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
2.56% 4.28% 6.86% 

7. 
Belanja Makan dan 

Minum 
2.82% 5.14% 7.87% 
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No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Mjiksimal 

8. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Daerab 
1 8 . 4 4 % 2 6 . 2 1 % 3 6 . 8 5 % 

9. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Jxxar Daerab 
1 1 . 7 0 % 1 7 . 0 0 % 2 4 . 3 5 % 

Jumlah 1 0 0 % 

10 . IBelanja Modal 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

• Contob Kegiatan: 

1. Operasional Keluraban 

IV - 0 0 3 OPERASIONAL RT/RW 

• Definisi: 

Biaya operasional adalab operating expenses yaitu biaya berupa pengeluaraln 

uang untuk melaksanakan kegiatan pokokdemi mencapai tujuan yang ingjn 

di capai, dalam bal ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleb RT/RW. 

Lingkup* kegiatan ini adalab dalam satu wilgiyab RT/RW. 

• Pengendali Belanja: 

- Jumlab RW Per Keluraban. 

- Jumlab RT Per Keluraban. 

Formula ASB: 

Y = a + IDX 

Y = R p . 9 2 2 . 6 0 0 + (Rp. 1 . 1 0 2 . 4 0 0 X 1 ) + (Rp. 6 0 6 . 1 5 0 X 2 ) 

Di mana: 

Y : Pred:iksi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 922.600,-

b l : Beliinja Variabel 1 = Rp. 1.102.400,-

b2 : Beljmja Variabel 2 = Rp. 606.150,-

X I = Jumlab RW Per Keluraban 

X2 = Jumlab RT Per Keluraban 
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Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. IBelanja J a s a Kantor 100% 100% 100% 

Jumlah 100% 

• Contob Kegiatan: 

1. Operasional RT/ RW 

IV - 004 PIBMBINAAN ORCANISASI KEMASYAiRAKATAN DI KELUIRAHAN 

• Definisi: 

Pembiniian merupakan upaya untuk memberikan pengaraban atab 

bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan di lakukai 

dalam upaya untuk meningkatkan pengeiabuan, sikap, kecakapan pada 

bidang yang dibina. Pembinaan lebib menekankan pada pendekatan yang 

praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan definijii 

lain pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan isecara sadai", 

terencana, teratur, dan terarab untuk meningkatkan pengetabuan, sikap dan 

keterampilan subyek dengan tindakan pengaraban, dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan (Poerwadarminta, 1987). 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka m(;ningkatkan pengetabuan, sika]3 

dan keterampilan dalam pengelolaan dim penyelenggaraan organisasi 

kemasygirakatan yang ada di keluraban/desii. 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina. 

Formula ASB: 

Y = a + t X 

Y = Rp.6.765.250 + (Rp. 1.446.000X1) 

Di mana: 

Y : Predilcsi Total Belanja 

a : Belanja Tetap = Rp. 6.765.250,-

b : Belanja Variabel = Rp. 1.446.000,-

X I = Jumlab Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina 
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Proporsii Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nila:: 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Mftksimal 

1 . 
IBelanja Honorarium Non 

]̂ NS 
O.OOS'o /-v /~\ y>r\ / 

0.23% 8.57% 

2. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
O.OOŜ o 3.99% 13.33% 

3. Belanja J a s a Kantor 20.83% 62.99% 100.00% 

4. 
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
0.00% 2.40% 8.53% 

5. 
Belanja Makan dan 

Minum 
0.00% 3.26% S.57% 

6. 
Belanja Perjalangm Dinas 

Dalam Daerab 
U.UU/o T CQO/ 

/. boyo 
zz .UUyo 

7. 
Belanja Perjalanan Dinas 

Luar Daerab 
0.00% 19.54% 44.44% 

Jumlah 100% 

• Contob Kegiatan: 

1. Fasilitasi pembinaan organisasi perempuan 

2. PemlDinaan organisasi kepemudaan 

- 005 PELAKSANAAN MUSRENBANCKEL 

• Definisi: 

Musyawarab perencanaan pembangunan (musrenbang) keluraban adalajb 

forum musyawarab tabunan para pemaugku kepentingan [stakeholdet) 

keluraban untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tabiun anggaran 

berikutnya. Musrenbang keluraban dilakulcan setiap bulan Januari untuk 

menyusun rencana kegiatan tabunan dengan mengacu/memperbatikan pada 

rencana pembangunan jangka menengab Keluraban (RPJMkel) yang telajb 

disusun untuk 5 tabun kedepan. 

MusrenlDang keluraban adalab forum dialogis antara pemerintab dengah 

pemangku kepentingan dari suatu isu/pers(Dalan, kebijakan, peraturan, atau 

prograrr. pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang 

kelurabiin, pemerintab keluraban dan warga berembug dalam menyusua 

program tabunan di keluraban, musrenbang keluraban menjadi media dialog 
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dan penyepakatan penyoisunan program dan kegiatan pembangunan di 

wilayab keluraban, baik yang ditangani secfira swadaya, melalui pos bantuan 

daerab, menjadi bagian Renja SKPD Keluraban, maupun diajukan untqk 

ditangani oleb SKPD lain yang relevan dengiin usulan yang ada. 

Pengendali Belanja: 

Jumlab Peserta x Lama Waktu Musrenbangkel (OH). 

Formula ASB: 

Y = a + bX 

Y = Rp.2.450.300 + (Rp.56.750Xl) + X2 + X3 

Di mana: 

Y : Prediksi Total Belanja 

a : Belai ja Tetap = Rp. 2.450.300,-

b : Belanja Variabel = Rp. 56.750,-

X I = Jumlab Peserta x Lama Waktu Musrenbangkel (OH) 

X2 = Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerab 

X3 = Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerab: 

Hanya dianggarkan j i ka kegiatan dimaksud dilaksanakan di luar wilayah 

kota Gorontalo atau kegiatan dimaksud inemerlukan koordinasi dengan 

kecamatan lain di dalam Kota Gorontalo. 

Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerab dibitung dengan 

cara mimgalikan jumlab orang dengan standar perjalanan dinas dalam 

daerab sesuai ketentuan yang berlaku (^Orang x Standar Biaya Perjalanan 

Dinas Dalam Daerab). 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab: 

Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab dalam kegiatan ini banya dapkt 

dianggarkan untuk membiayai: 

a. Kegiatan konsultansi koordinasi/studi banding dengan departemen 

teknis/instansi/daerab lain di luar wilayab Kota Gorontalo atau dalam 

upaya melakukan konsultansi dengan nara sumber di luar wilayab Kota 

Gorontalo guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud; 

b. Maksimal besamya Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab adalab 5 

(enam) orang kali yang dibitung dengan cara mengalikan jumlab orang 

dengan standar perjalanan dinas Ke Lucir Daerab sesuai kfhentuan yang 

berlaku (XOrang x Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerab). 
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Proporsi Alokasi Belanja Per Kegiatan: 

No. Rincian Objek Belanja 
Nilai 

Minimal 
Ideal 

Nilai 

Maksimal 

1. 
Belanja Baban Pakai 

Habis 
8.89% 9.29% 10.87% 

2. Belanja J a s a Kantor 3 2 . 6 1 % 33.19% 33.33% 

3. 
Belanja Cetak dan 

F'enggandaan 
18.48% 21.47% g-\ g^ y^g\ J 

22.22% 

4. 
Eielanja Makan dan 

Minum 
35.56% 36.05% 38.04% 

Jumlah 100% 

5. 
Eielanja Perjalanan Dinas 

E)alam Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 

6. 
Eielanja Perjalanan Dinas 

Kle Luar Daerab 

Dianggarkan sesuai dengan 

kebutuban dan ketentuan yang 

berlaku 
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